
NOMOR : SP DIPA- 135.13.1.693160/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:8165-3782-6118-6955

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

A. Dasar Hukum:
Revisi ke 07

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (135) KEMENTERIAN HUKUM

(13): BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

(01): DKI JAKARTA

: (693160) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 124.393.602.000  (  SERATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS DUA RIBU RUPIAH  )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.123.730.282.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP Rp.

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0

1. Rupiah Murni

Rp.

- PNBP TA Berjalan Rp. 663.320.000

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
Rp.1. KPPN   JAKARTA V 124.393.602.000(139)

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

LUKY ALFIRMAN

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 197003271995031002

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN

Satker (693160)  BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM:

DS:8165-3782-6118-6955

NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 124.393.602.000

WA.7145 Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Rp. 3.383.807.000

WA.7146 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur Rp. 2.505.005.000

WA.7147 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Rp. 5.016.400.000

WA.7148 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum Rp. 113.488.390.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (693160):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (135)

(13)

(01)

KEMENTERIAN HUKUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DKI JAKARTA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026
DS:8165-3782-6118-6955

135.13.WA Program Dukungan Manajemen 124.393.602.000Program :

Kegiatan 7145 Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional 3.383.807.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

7145.DCG Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 25,00 459.320.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 DCG.001 Pelatihan Fungsional Bidang Hukum 25.00 Orang 459.320.000

:

:

Orang

7145.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 22.045,00 1.795.607.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBC.001 Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 90.00 Orang 430.035.000

02 EBC.003 Pelatihan Fungsional Kurator Keperdataan 30.00 Orang 59.415.000

03 EBC.004 Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum 30.00 Orang 211.412.000

04 EBC.005 Pelatihan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual 60.00 Orang 68.380.000

05 EBC.006 Pelatihan Fungsional Pemeriksa Desain Industri 25.00 Orang 33.440.000

06 EBC.007 Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek 25.00 Orang 41.315.000

07 EBC.008 Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten 25.00 Orang 25.700.000

08 EBC.009 Pelatihan Fungsional Lainnya bagi ASN Kementerian Hukum 21760.00 Orang 925.910.000

:

:

Orang, Layanan, Rekomendasi

7145.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 120,00 1.128.880.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 UAC.001 Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah 120.00 Orang 1.128.880.000(PN)

:

:

Orang

Kegiatan 7146 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur 2.505.005.000:

:

7146.ADG Standarisasi Profesi dan SDM 2.260,00 2.505.005.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ADG.001 Penilaian Kompetensi SDM Bidang Hukum 60.00 Orang 204.000.000

:

:

Orang



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (693160):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (135)

(13)

(01)

KEMENTERIAN HUKUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DKI JAKARTA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026
DS:8165-3782-6118-6955

Standarisasi Profesi dan SDM

02 ADG.002 Penilaian Kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum 2200.00 Orang 2.301.005.000

Orang

Kegiatan 7147 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan 5.016.400.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

7147.DCG Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 30,00 60.895.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 DCG.001 Layanan Pelatihan Teknis bidang Hukum 30.00 Orang 60.895.000

:

:

Orang

7147.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 13.424,00 3.113.959.0006Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBC.996 Layanan Pelatihan Teknis ASN Kementerian Hukum 13284.00 Orang 2.366.775.000

02 EBC.Z15 Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (Blended
Learning)

60.00 Orang 509.254.000

03 EBC.Z17 Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator
(Blended Learning)

40.00 Orang 118.940.000

04 EBC.Z19  Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (Blended
Learning)

40.00 Orang 118.990.000

:

:

Orang, Layanan, Rekomendasi

7147.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 342,00 1.841.546.0007Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 UAC.001 Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP 342.00 Orang 1.841.546.000(PN)

:

:

Orang

Kegiatan 7148 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum 113.488.390.000:

:

7148.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7,00 62.739.760.0008Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.001 Layanan Kerja Sama 1.00 Layanan 21.950.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (693160):

Halaman : 3I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (135)

(13)

(01)

KEMENTERIAN HUKUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DKI JAKARTA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026
DS:8165-3782-6118-6955

Layanan Dukungan Manajemen Internal

02 EBA.002 Layanan Komunikasi Publik BPSDM Hukum 1.00 Layanan 144.476.000

03 EBA.959 Layanan Protokoler 1.00 Layanan 50.975.000

04 EBA.962 Layanan Umum 1.00 Layanan 458.402.000

05 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 61.724.992.000

06 EBA.Z06 Layanan BMN untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon
1/Setara atau Tingkat K/L

1.00 Dokumen 147.690.000

07 EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal untuk Satker
Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L

1.00 Dokumen 191.275.000

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

7148.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 73,00 16.571.620.0009Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBB.951 Layanan Sarana Internal 72.00 Unit 941.660.000

02 EBB.971 Layanan Prasarana Internal 1.00 Unit 15.629.960.000

:

:

Unit, m2, Paket

7148.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 276,00 193.300.00010Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBC.Z11 Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang
memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil

276.00 Orang 193.300.000

:

:

Orang, Layanan, Rekomendasi

7148.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 9,00 2.159.408.00011Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.001 Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Sekretariat BPSDM
Hukum

1.00 Layanan 918.055.000

02 EBD.002 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Anggaran BPSDM
Hukum

1.00 Layanan 416.557.000

03 EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator
Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L

3.00 Dokumen 212.416.000

04 EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator Tingkat
Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L

1.00 Laporan 306.756.000

05 EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator Tingkat Unit 1.00 Layanan 126.100.000

:

:

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (693160):

Halaman : 4I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (135)

(13)

(01)

KEMENTERIAN HUKUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DKI JAKARTA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026
DS:8165-3782-6118-6955

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L 1.00 Layanan

06 EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator
Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L

1.00 Laporan 35.175.000

07 EBD.Z35 Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator Tingkat
Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L

1.00 Dokumen 144.349.000

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

7148.FAN Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden 1,00 31.824.302.00012Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden 1.00 Paket 31.824.302.000

:

:

Paket

GUSTI AYU PUTU SUWARDANI
NIP. 196610261990012001

Jakarta, 01 Desember 2025
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2026

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (693160):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (135)

(13)

(01)

KEMENTERIAN HUKUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DKI JAKARTA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026
DS:8165-3782-6118-6955

1. Anggaran Tahun 2026

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

124.393.602.000

123.730.282.000

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (693160): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (135)

(13)

(01)

KEMENTERIAN HUKUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DKI JAKARTA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:8165-3782-6118-6955

693160 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM 21.568.648 86.266.094 16.558.860 - - 124.393.602

135.13.WA Program Dukungan Manajemen 21.568.648 86.266.094 16.558.860 - - 124.393.602

7145 Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional - 3.383.807 - - - 3.383.807

7145.DCG Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan - 459.320 - - - 459.320 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 459.320- 139459.320 -PNBP04 @

7145.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - 1.795.607 - - - 1.795.607 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 1.795.607- 1391.795.607 -RM01

7145.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara - 1.128.880 - - - 1.128.880 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 1.128.880- 1391.128.880 -RM01

7146 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur - 2.505.005 - - - 2.505.005



NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (693160): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (135)

(13)

(01)

KEMENTERIAN HUKUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DKI JAKARTA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:8165-3782-6118-6955

7146.ADG Standarisasi Profesi dan SDM - 2.505.005 - - - 2.505.005 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 2.301.005- 1392.301.005 -RM01

-- 204.000- 139204.000 -PNBP04 @

7147 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan - 5.016.400 - - - 5.016.400

7147.DCG Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan - 60.895 - - - 60.895 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 60.895- 13960.895 -RM01

7147.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - 3.113.959 - - - 3.113.959 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 3.113.959- 1393.113.959 -RM01

7147.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara - 1.841.546 - - - 1.841.546 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 1.841.546- 1391.841.546 -RM01



NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (693160): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (135)

(13)

(01)

KEMENTERIAN HUKUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DKI JAKARTA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:8165-3782-6118-6955

7148 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum 21.568.648 75.360.882 16.558.860 - - 113.488.390

7148.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 21.568.648 41.171.112 - - - 62.739.760 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 62.739.76021.568.648 13941.171.112 -RM01

7148.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 12.760 16.558.860 - - 16.571.620 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-16.558.860 16.571.620- 13912.760 -RM01 @

7148.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - 193.300 - - - 193.300 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 193.300- 139193.300 -RM01

7148.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 2.159.408 - - - 2.159.408 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 2.159.408- 1392.159.408 -RM01



NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (693160): Halaman : 4II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (135)

(13)

(01)

KEMENTERIAN HUKUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

DKI JAKARTA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:8165-3782-6118-6955

7148.FAN Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden - 31.824.302 - - - 31.824.302 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 31.824.302- 13931.824.302 -RM01

JUMLAH 21.568.648 86.266.094 16.558.860 - - 124.393.602

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

GUSTI AYU PUTU SUWARDANI

ttd.

NIP. 196610261990012001

Jakarta, 01 Desember 2025



TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

(01)

Unit Organisasi

(693160)

Kementerian Negara/Lembaga

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM(13)

Kode/Nama Satker

(135)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN HUKUM

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:8165-3782-6118-6955
NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026

6931601. BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

5.609.50710.391.9499.607.663 20.917.0629.781.619 124.393.6021.803.218 5.853.401 15.964.2698.868.4875.959.046 16.513.57313.123.808RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 1.299.357 21.568.6481.649.563 2.966.204 1.649.563 1.641.660 2.966.204 1.649.563 1.649.563 1.649.563 1.649.563 1.649.563 1.148.281

BELANJA BARANG 503.861 86.266.0944.309.483 5.712.559 4.884.430 4.056.301 5.538.616 4.149.566 4.203.838 3.959.944 14.314.706 14.864.009 19.768.781

BELANJA MODAL 0 16.558.8600 928.900 2.334.494 4.693.988 4.618.988 3.982.490 0 0 0 0 0

135.13.WA.7145 Penyelenggaraan Pelatihan
Fungsional

223.949 226.21078.51186.924495.127108.996398.845323.525501.515668.584271.6200 3.383.807

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 3.383.807223.949 271.620 668.584 501.515 323.525 398.845 108.996 495.127 86.924 78.511 226.210

135.13.WA.7146 Penyelenggaraan Penilaian
Kompetensi Aparatur

98.046 105.209325.009167.649349.602132.888130.513419.200303.390194.650278.8490 2.505.005

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 2.505.00598.046 278.849 194.650 303.390 419.200 130.513 132.888 349.602 167.649 325.009 105.209

135.13.WA.7147 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
dan Kepemimpinan

351.484 225.16359.949254.534261.460255.380457.3981.121.132808.491737.568237.655246.186 5.016.400

52 BELANJA BARANG DAN JASA 246.186 5.016.400351.484 237.655 737.568 808.491 1.121.132 457.398 255.380 261.460 254.534 59.949 225.163

135.13.WA.7148 Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya BPSDM
Hukum

5.285.567 20.360.47916.050.10315.455.1624.503.3185.356.1388.794.86311.259.9508.778.5537.267.6858.819.5391.557.032 113.488.390

51 BELANJA PEGAWAI 1.299.357 21.568.6481.649.563 2.966.204 1.649.563 1.641.660 2.966.204 1.649.563 1.649.563 1.649.563 1.649.563 1.649.563 1.148.281

52 BELANJA BARANG DAN JASA 257.675 75.360.8823.636.004 4.924.435 3.283.628 2.442.905 3.674.758 3.162.810 3.706.574 2.853.755 13.805.599 14.400.540 19.212.198

53 BELANJA MODAL 0 16.558.8600 928.900 2.334.494 4.693.988 4.618.988 3.982.490 0 0 0 0 0

63.50012.50012.500 12.50063.500 979.15012.500 637.650 63.50012.50012.500 63.50012.500PERKIRAAN PENERIMAAN



TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

(01)

Unit Organisasi

(693160)

Kementerian Negara/Lembaga

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM(13)

Kode/Nama Satker

(135)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN HUKUM

:

2Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:8165-3782-6118-6955
NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026

- PNBP (425131) 12.500 150.00012.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

- PNBP (425421) 0 574.1500 0 0 0 0 0 574.150 0 0 0 0

- PNBP (425429) 0 255.0000 0 0 0 0 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 0

GUSTI AYU PUTU SUWARDANI
NIP. 196610261990012001

Jakarta, 01 Desember 2025
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[13]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[693160]

[01]

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

: KEMENTERIAN HUKUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM:

[135]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2026
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026
DS:8165-3782-6118-6955

Halaman : IV.A. 1

693160 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

329.995Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

255.99552 Belanja Barang Rp.

74.00053 Belanja Modal Rp.

135.13.WA Program Dukungan Manajemen

7145 Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 148.847

A Kebijakan Penyesuaan Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.725

A Kebijakan Penyesuaan Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.538

A Kebijakan Penyesuaan Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 750

A Kebijakan Penyesuaan Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 11.093

A Kebijakan Penyesuaan Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

7145.DCG Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

7146 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 61.508

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 14.784

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 12.750

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

7146.ADG Standarisasi Profesi dan SDM

7148 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(RM)
Catatan Gedung Pendidikan Kelas (4.040 m2)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 74.000

sesuai Rekomtek PUPR

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

7148.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Jakarta, 01 Desember 2025
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

GUSTI AYU PUTU SUWARDANI
NIP. 196610261990012001

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[13]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[693160]

[01]

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

: KEMENTERIAN HUKUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM:

[135]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2026
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026
DS:8165-3782-6118-6955

Halaman : IV.B. 1

693160 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

135.13.WA Program Dukungan Manajemen

7148 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

* Gedung Pendidikan Kelas (4.040 m2) Rp. 15.629.960

7148.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 15.629.960

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 2.707.721

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 1.500

521211 Belanja Bahan

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 6.646.506

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 646.352

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 3.764.317

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 228.184

522111 Belanja Langganan Listrik

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 1.440.600

522112 Belanja Langganan Telepon

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 8.471

522113 Belanja Langganan Air

7148.FAN Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Rp. 31.824.302

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 6.840

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 1.332.810

522141 Belanja Sewa

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 1.615.847

522151 Belanja Jasa Profesi

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 2.136.970

522191 Belanja Jasa Lainnya

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 18.750

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 685.991

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan

Lembaga
Rp. 145.064

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 282.576

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin
* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan

Lembaga
Rp. 2.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 8.457.218

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 1.212.661

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[13]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[693160]

[01]

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

: KEMENTERIAN HUKUM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM:

[135]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2026
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 135.13.1.693160/2026
DS:8165-3782-6118-6955

Halaman : IV.B. 2

* Pemanfaatan alokasi didasarkan pada Surat Keputusan MenteriPimpinan
Lembaga

Rp. 483.924

Jakarta, 01 Desember 2025
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

GUSTI AYU PUTU SUWARDANI
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ttd.


